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Tinjauan Mata Kuliah 

Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan terdiri atas sembilan modul yang 
membahas peran dan fungsi hukum pidana dalam pembangunan ekonomi di 

Indonesia. Mata kuliah dimulai dengan penjelasan berbagai sejarah perkembangan 
dan konsep yang mendasarinya, serta ruang lingkup tindak pidana di bidang ekonomi. 
Kemudian dibahas secara mendalam pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya 
merespons perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana di bidang ekonomi modern 
serta menerapkan norma dan teori hukum pidana pada kasus tindak pidana di bidang  
ekonomi mencakup korporasi, pencucian uang, perlindungan konsumen, dan kejahatan 
mayantara. Pembahasan lebih mendalam dilakukan terkait dengan pertanggungjawaban 
korporasi terhadap kejahatan korporasi dan pencucian uang. Pada akhir mata kuliah ini 
dibahas analisis kasus yang muncul dari berbagai perbuatan melawan hukum ekonomi.  

Ruang lingkup mata kuliah Tindak Pidana Ekonomi meliputi pokok-pokok 
bahasan yang dikaji secara terperinci sebagai berikut.
Modul 1. Membahas konsep dasar tindak pidana ekonomi yang meliputi pengertian 

tindak pidana di bidang ekonomi dan jenis, ruang lingkup tindak pidana 
ekonomi.

Modul 2.  Membahas sejarah perkembangan urgensi pengaturan tindak pidana ekonomi 
yang meliputi sejarah perkembangan tindak pidana ekonomi pada level 
internasional dan nasional dan pengaturan tindak pidana ekonomi di level 
nasional dan internasional.

Modul 3.  Membahas teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang meliputi 
pertanggungjawaban pidana secara umum dan tahap pemeriksaan perkara 
pidana di pengadilan.

Modul 4.  Membahas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang 
meliputi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Modul 5.  Membahas tindak pidana korporasi yang meliputi sejarah tindak pidana 
korporasi dan tipologi tindak pidana korporasi.

Modul 6.  Membahas tindak pidana mayantara yang meliputi sejarah tindak pidana 
mayantara dan pengaturan tindak pidana mayantara di level nasional.

Modul 7.  Membahas tindak pidana ekonomi yang terkait dengan perlindungan 
konsumen yang meliputi konsep perlindungan konsumen dan tindak pidana 
ekonomi yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Modul 8.  Membahas tindak pidana ekonomi yang berkaitan dengan hak cipta yang 
meliputi konsep dasar hak cipta dan tindak pidana hak cipta.

Modul 9.  Membahas tindak pidana ekonomi terkait dengan perlindungan merek yang 
meliputi konsep dasar merek dan tindak pidana di bidang merek. 
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